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WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak
lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan
terhadap anak;

. bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak

dapat memperoleh hasil yangoptimal, perlu adanya
tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu
meningkatkan peran serta orang tua, keluarga dan
masyarakat secara luas;

. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlindungan
anak merupakan wurusan pemerintahan yang wajib
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

. bahwa  berdasarkan = pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak(Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 3143);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak(Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 3668);
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat(Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 3670);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang
Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum
untuk Diperbolehkan Bekerja(Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
3835);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Azasi Manusia(Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 3886);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan
Tindakan Segera  Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak(Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 30, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3941);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan  Anak(Lembaran  Negara Republik
IndonesiaTahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4235);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan  Nasional(Lembaran Negara  Republik
IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4928);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan  Sosial(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak(Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3133);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai
Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1980 tentang Pengesahan Convection On the
Right Of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 1990 tentang Pengesahan Convection On the
Right Of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi
Seksual Komersial Anak;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan
(Traficking) Perempuan dan Anak;

Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2004 tentang
Komisi Perlindungan Anak Indonesia;



31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan
Perlindungan Anak;

32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak;

33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang;

34. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak
Anak;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

36. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;

37. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota
tebing Tinggi;

38. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 47 Tahun
2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian
Tugas Jabatan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak
dan keluarga Berencana Kta Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Sebagai
Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikotaadalah Walikota Tebing Tinggi.

4. Kantor Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana,
yang selanjutnya disebut Kantor PPAKB adalah Kantor
Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kota
Tebing Tinggi.

5. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga
Berencana, yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Kantor
Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kota
Tebing Tinggi.

6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi
sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
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Lembaga Non Pemerintah adalah organisasi/lembaga yang dibentuk
oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara
sukarela atas kehendak sendiri,baik berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum dan berminat serta bergerak dibidang usaha
kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga
sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan
taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan
kepada pengabdian secara swadaya.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak Balita adalah anak yang berusia O sampai dengan 5 tahun,
berada dalam tahap awal perkembangan manusia.

Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18
tahun.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbubh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah dan negara.

Kewajiban anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh
anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari
suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau
ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas
atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau
ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya
menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan
bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan,
papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan
menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk
mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.

Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami
hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan
dan perkembangannya secara wajar.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak
yang menjadi saksi tindak pidana.

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan
atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang
menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, ataumenimbulkan
terampasnya kemerdekaan seseorang.

Situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak
berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan
terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal.



23. Perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan anak
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
kendali atas anak tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara
maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
anak tereksploitasi.

24. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) adalah lembaga penyedia layanan terhadap perempuan dan
anak korban kekerasan di tingkat Kota, yang dikelola secara
bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam
bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psikososial dan
pelayanan hukum.

25. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan
untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan
standar operasional yang ditentukan.

26. Forum partisipasi anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi
anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kota Tebing Tinggi.

27. Hak Sipil adalah hak identitas dan hak perlindungan identitas,
memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta
kelahiran untuk mencegah berbagai tindak kejahatan terhadap anak
seperti perdagangan anak, adopsi ilegal dan lain-lain.

28. Perlindungan khusus adalah perlindungan anakdalam situasi
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok
minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan,
perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental,
anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan
penelantaran.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan
berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar
Konvensi Hak Anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran
demi terwujudnya anak Kota Tebing Tinggi yang beriman dan bertaqwa,
cerdas,berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.



BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 4

Pemerintah Daerah menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang meliputi :
Hak sipil dan kebebasan;

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;

Kesehatan dasar dan kesejahteraan;

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya;
dan

Penyelenggaraan perlindungan khusus

pao o

®

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk :

menghormati orang tua, wali dan guru;

mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
mencintai tanah air, bangsa dan negara;

menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

>0 TP

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH,
MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA
Pasal 6

Pemerintah = Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua
berkewajibandan  bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :

a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,
budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak,
dan kondisi fisik dan/atau mental;

b. memberikan dukungan sarana dalampenyelenggaraan
perlindungan anak;

c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak
dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau
orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;

d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;

e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam
berpartisipasi menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan
tingkat kecerdasan anak;

f. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor
swasta dalam menyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadapperlindungan
anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan
perlindungan anak.
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Pasal 9

Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab

terhadap anak dalam bentuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan,
bakat dan minat anak;

d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang
berwenang dan melakukan pencatatan kelahiran; dan

e. mewujudkan lingkungan keluarga yang harmonis dan religius.

Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya
atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan
tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga,
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BABYV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 10

Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah, masyarakat dan keluarga
berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Hak sipil dan kebebasan
Pasal 11

Yang dimaksud dengan hak sipil dan kebebasan dalam peraturan ini
meliputi:

1. Pencatatan kelahiran

a. Setiap anak wajib dicatatkan kelahirannya tanpa harus
memandang status hukum perkawinan orangtuanya;

b. Pelayanan akta kelahiran merupakan bagian dari pelayanan
yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah yang
pelayanannya dapat dilakukan di Dinas Catatan Sipil; dan

c. Biaya kutipan akte kelahiran dan kutipan kedua akta
kelahiran gratis.

2. Penghargaan terhadap pendapat anak:

a. Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terlibat dalam
penyelenggaraan perlindungan anak menjamin hak anak
untuk didengar pendapatnya dalam hal setiap pengambilan
kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan
anak;

b. Pandangan/pendapat anak sebagaimana dimaksud pada huruf
a disampaikan melalui musrenbang, kongres anak atau
bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan,
kecerdasan, dan kemampuan anak;

c. Pemerintah Daerah memfasilitasi organisasi-organisasi anak
sebagai media berekspresi dan menyampaikan pendapat;
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Bagian Kedua
Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif
Pasal 12

Anak berhak diasuh oleh kedua orang tua dengan penuh kasih
sayang sampai dewasa.

Dalam situasi apapun hak orang tua dalam pengasuhan anak tidak
boleh dipergunakan untuk menghalangi hak anak mendapatkan
kepentingan terbaik bagi anak.

Apabila karena satu hal dan lainnya kedua orang tua tidak mampu
memenuhi hak asuh anak atau orang tua mengancam kelangsungan
hidup anak maka pemerintah harus memfasilitasi bentuk
pengasuhan alternatif dengan pertimbangan kepentingan terbaik
anak.

Bagian Ketiga
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Pasal 13

Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara
optimal.

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas khusus bagi anak-anak
yang berkebutuhan khusus.

Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelayanan
khusus kesehatan dasar, pendidikan, akses tempat bermain dan
tempat tinggal.

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak,
agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak
dalam kandungan.

Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara
komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh
peran serta masyarakat.

Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif,
baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan secara optimal bagi anak penyandang cacat,
anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan,
penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksploitasi secara ekonomi
dan seksual, trafficking, penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dari keluarga yang tidak
mampu.

Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah.

Pemerintah Daerah mendorong terciptanya layanan kesehatan yang
ramah anak.



Pasal 15

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan
merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib
mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang
mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib
menyelenggarakanperlindungan kesejahteraan sosial bagi:

anak korban penularan HIV/AIDS;

anak dari tindakan penangkapan sewenang-wenang;

anak yang tidak mempunyai orang tua;

anak jalanan; dan
e. anak korban bencana alam atau bencana sosial.

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melibatkan peran serta masyarakat dan keluarga.

(3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa penyediaan layanan :

kesehatan;

pendidikan;

bimbingan sosial, mental dan spiritual,

rehabilitasi sosial;

pendampingan;

pemberdayaan;

bantuan sosial;

bantuan hukum; dan/atau

reintegrasi anak dalam keluarga.
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Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat perlindungan sosial
atau sebagai tempat perlindungan sementara bagi anak yang tidak
mempunyai tempat tinggal dan/ atau terancam jiwanya.

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

anak yang berhadapan dengan hukum;
anak dalam situasi eksploitasi;
anak korban trafficking;
anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika
dan zat adiktif lainnya (napza);
anak korban penularan HIV/AIDS;
anak korban penculikan;
anak dari tindakan penangkapan sewenang-wenang;
anak dalam situasi darurat;
anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat;
anak yang tidak mempunyai orang tua;
anak terlantar;
anak jalanan;
. anak korban kekerasan;
anak korban bencana alam atau bencana sosial;
anak penyandang cacat; dan
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p. anak korban perlakuan salah lainnya.
Bagian Keempat
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Seni Budaya
Pasal 19

(1) Pemerintah Daerahsecara bertahap berdasarkan kemampuan
keuangan daerah menjamin terselenggaranya program Wajib Belajar
12 (dua belas) tahun untuk semua anak tanpa ada diskriminasi.

(2) Pemerintah Daerah wajib memberikan beasiswa kepada siswa-siswi
berprestasi dan memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

(3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas sarana dan
prasarana pembangunan yang ramah anak agar anak dapat bermain
dan berkreasi serta didukung oleh peran serta masyarakat dan
sektor swasta.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah memperluas pendidikan kejuruan, non formal
dan informal.

(2) Pemerintah Daerah mendorong terciptanya Sekolah Ramah Anak
dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan
memberikan layanan pendidikan yang ramah anak.

(3) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-
luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

(4) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari
lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap
keberlangsungan pendidikan anak.

Pasal 21

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau cacat mental diberikan
kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan
biasa atau pendidikan luar biasa.

Pasal 22

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalamikehamilan
di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDSdilindungi hak-
haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 23

Pemerintah  Daerah, masyarakat dan  sektor swasta dapat
menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu di setiap
Kelurahan.

Pasal 24

Bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas)
tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat
menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal antara lain:
a. Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah
Ibtidaiyah (MI);
b. Kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama
(SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
c. Kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas
(SMA)/Madrasah Aliyah (MA); dan
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d. Kelompok Belajar Paket C Kejuruan setara Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Pasal 25

Pemerintah  Daerah  menyelenggarakan kegiatan pendidikan
keagamaan informal melalui program maghrib mengaji.
Pemerintah Daerah menggalakkan Gerakan Jam Wajib Belajar.

Bagian Kelima
PenyelenggaraanPerlindungan Khusus
Pasal 26

Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, Lembaga Non Pemerintah
Daerah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab
memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan
khusus.

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan
hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang
dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA),
anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban
kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat,
dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Setiap anak dalam situasi perlindungan khusus yang memerlukan
pelayanan kesehatan untuk kepentingan penyidikan dan rehabilitasi
ditanggung oleh Pemerintah Daerah

Pasal 27

Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan

dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)

dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan

perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Non

Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya

perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah

Daerah perlu membentuk Gugus Tugas Daerah RAN-P3A yang terdiri

dari Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait, Kepolisian, Kejaksaan,

Lembaga Non Pemerintah Daerah dan masyarakat, mengambil

langkah-langkah berupa:

a. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif
dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan
penghapusan perdagangan anak;

b. melaksanakan  sosialisasi dan/atau kampanye tentang
pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek
perdagangan anak;

c. melaksanakan kerjasama antar Provinsi maupun dengan negara
lain yang bersifat regional maupun internasional melalui forum
bilateral maupun multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran
informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan

perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Pasal 28

Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berhak memperoleh
perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
Perlindungan bagi anak korban perdagangan, penculikan dan
penjualan sebagaimana anak dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/
atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari
lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar,
layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan,
manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling,
bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan
lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib
melindungi anak korban tindak kekerasan.

Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan
secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Masyarakat,
Lembaga Non Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam suatu
wadah yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 30

Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis
maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu
pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan
kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif
edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak
Kekerasan.

Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan
kekerasan terhadap anak.

Pasal 31

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib
melindungi anak dalam situasi darurat.

Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan
sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan,
konseling psikologis, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan
edukatif.

Pasal 32

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi anak yang
berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana,
merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah,
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan
masyarakat.
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Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat
dan hak-hak anak;

b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik
bagi anak;

e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan
orang tua atau keluarga; dan

g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan
untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui
media massa dan untuk menghindari labelisasi;

c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli,
baik fisik, mental, maupun sosial; dan

d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai
perkembangan perkara.

Pasal 33

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi

dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)

merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah,

orang tua, keluarga dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;

b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan

c. pengikutsertaanberbagai instansi pemerintah, perusahaan,
serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan
ekploitasi terhadap anak.

Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan

eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan
terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan
melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati
kebudayaannya, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan
menggunakan bahasanya.

Setiap orang dan atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi
anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati
kebudayaannya, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan
menggunakan bahasanya tanpa mengabaikan akses pembangunan
masyarakat dan budaya.
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Pasal 35

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dan
terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan
melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi
oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja
menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak
dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan melalui

upaya:

a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan
hak anak;

b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk
mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan
individu.

Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan

anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif,

termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-

anak yang menyandang cacat.

Pasal 37

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan melalui
pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh
Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan,
membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi
perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Sarana dan Prasarana
Pasal 38

Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyediakan
sarana dan prasarana anak, antara lain tempat menyusui anak,
tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, taman bacaan,
pojok informasi dan internet gratis, Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;

b. memotivasi kreatifitas anak; dan

c. mengandung unsur pendidikan.

Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
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Bagian Ketujuh
Pekerja Anak Pada Pekerjaan Sektor Informal
Pasal 39

Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan
kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi :

Penyemir Sepatu Anak;

Pedagang Asongan Anak;

Pengamen Anak;

Pemulung Anak;

Tukang Parkir Anak;

pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan anak.

Perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :

a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan
kekerasan terhadap anak;

b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses
tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual
maupun kesehatan anak.

Upaya perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor

Informal sebagaimana pada ayat (1) antara lain berupa :

a. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak
anak;

b. memberikan bantuan berupa layanan psikologis, medis dan
hukum terhadap Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal
yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan
kekerasan;

c. memberdayakan  keluarga melalui pemberian  pelatihan
ketrampilan dan pengurangan pengeluaran;

d. memberikan beasiswa kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan
Sektor Informal yang putus sekolah untuk melanjutkan
pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi;

e. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan
bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang tidak
menempuh pendidikan formal.

Setiap orang yang mempekerjakan anak pada pekerjaan sektor

informal wajib memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

a. usia bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal diatas 15
(lima belas) tahun;

b. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wali Pekerja Anak
pada Pekerjaan Sektor Informal;

c. pelaksanaannya harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis
antara majikan dengan orang tua/wali Pekerja Anak pada
Pekerjaan Sektor Informal;

d. tidak dipekerjakan pada malam hari;

e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;

f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat
mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental,
moral dan intelektual maupun kesehatan anak;

g. memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan keluarga dan
lingkungan sekitarnya;

h. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan
bakat dan minatnya;
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i. dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
j- memberi kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA
Pasal 40

Masyarakat dan sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan
yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam
perlindungan terhadap hak-hak anak dan pengawasan baik secara
individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 41

Bentuk peran serta masyarakat, Lembaga Non Pemerintah Daerah dan
sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain
dapat berupa :

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
b. pembentukan  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A);
c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum;
pemberian beasiswa pendidikan;
pemberian bantuan biaya kesehatan;
. penyediaan taman bermain anak;
ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak
sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
j- bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya
yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
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BAB VII
FORUM PARTISIPASI ANAK
Pasal 42

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum

partisipasi anak.

Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan representasi anak di wilayah Kota Tebing Tinggi, baik

representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial

budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.

Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak,

Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi

pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.

Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi

anak dapat berasal dari:

a. iuran dari anggota forum partisipasi anak;

b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak
mengikat;

c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau

d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan.
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BAB VIII
LARANGAN
Pasal 43

Setiap penyelenggara usaha warung internet (warnet)dilarang
membuat sekat pembatas ruangan lebih dari 1 (satu) meter.

Setiap penyelenggara usaha warung internet (warnet) dilarang
menerima anak-anak bermain di tempat usahanya pada jam wajib
belajar sekolah, jam maghrib mengaji serta pada jam wajib belajar
pukul 19.00 s/d 21.00 WIB tanpa pendampingan.

Pasal 44

Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar,
usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti
pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna dilarang menerima
pengunjung anak.

Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar,
usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/
massage dan usaha panti mandi uap/sauna wajib menanyakan
kartu identitas pengunjung.

Pasal 45

Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha
wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang
menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang
tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru
pendamping/penanggungjawab  dalam  rangka = melaksanakan
kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha
wisma pariwisata dan kegiatan wusaha yang sejenis wajib
menanyakan kartu identitas pengunjung.

Pasal 46

Setiap penyelenggara hiburan keyboard dilarang mempertontonkan
hiburan yang tidak pantas ditonton oleh anak.

Setiap penyelenggara hiburan keyboard dilarang menyelenggarakan
hiburan keyboard melebihi batas waktu yang ditentukan oleh pihak
yang berwenang.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 47

Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas

penyelenggaraan perlindungan anak.

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak
mengenai konsep Kabupaten Layak Anak dan hak anak;

b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak,
kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit Menular Seksual dan
Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta menyebarkannya
ke masyarakat;



(3)

c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan
pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar
terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya
penyelenggaraan pendidikan anak wusia dini, penyelenggaraan
layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang
sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;

d. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan
komponen kelompok sosial budaya anak;

e. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah
layanan kesehatan reproduksi remaja;

f. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu
maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap
telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupakegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan

perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara
perlindungan anak.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikotaini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 18 Desember 2014

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2014 NOMOR 34
: Sé_lihan;Sesuai dengan aslinya
", ¥Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

i : _.Séragih



